
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengendalian resistensi 

antimikroba, penggunaan antibiotik yang tepat, efektif, 

efisien, dan aman dalam pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, dan penggunaan obat secara rasional di 

Indonesia, diperlukan pedoman penggunaan antibiotik; 

b. bahwa untuk mendukung Program Pengendalian 

Resistensi Antimikroba melalui peningkatan ketepatan 

penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2406/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum 

Penggunaan Antibiotik, perlu dilakukan penyesuaian 

dengan perkembangan kebijakan nasional dan 

kebutuhan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Penggunaan Antibiotik; 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3781);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban 

Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar 

Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 464); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1146);



 
-3-

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PENGGUNAAN ANTIBIOTIK. 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan pedoman

penggunaan antibiotik.

(2) Pedoman penggunaan antibiotik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan salah satu acuan penyusunan

tata laksana penyakit yang menggunakan antibiotik

dalam pedoman nasional pelayanan kedokteran.

Pasal 2 

Pengaturan pedoman penggunaan antibiotik digunakan 

sebagai:  

a. pedoman penggunaan antibiotik bagi praktik mandiri

dokter atau dokter gigi, pusat kesehatan masyarakat,

klinik, dan rumah sakit; dan

b. pedoman bagi apoteker dalam memberikan pelayanan

kefarmasian berdasarkan resep dokter atau dokter gigi.

Pasal 3 

Penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter atau 

dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 4 

Pengaturan pedoman penggunaan antibiotik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. penyakit infeksi;

b. penggunaan antibiotik secara bijak; dan

c. penggunaan antibiotik profilaksis dan terapeutik.

Pasal 5 

Pedoman penggunaan antibiotik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kesehatan  Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 

tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1655), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 September 2021 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BUDI G. SADIKIN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Oktober 2021 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1116
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